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Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Peraturan
p"-"""iltt 

-t'ro-or 
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

t<"uut gti- Dt""tt, Kepala Daerah wajib menyampaikan

.^rr"..tg- e"iau ientang Perubahan tteeq^1 
Pendapat

a^n g"f"lttl^ 
-p""ott 

t"!"a" Dewan - Perwakilan Rakyat

oaeral Jisertai penjelasan dan dokumen pendukung

untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetuJuan

U"."^tttu'p"G it-Uut -i"ggu kedua bulan September

Tahun Anggaran 2020;

b' bahwa rancangan Perubahan Angggll Pendapatan dan

e"r""1" O""t"i fahun Anggaran 2O2Q telah dilakukan

pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran
p"*"ti"iJi-- p^"t^tt' serta sudah menghasilkan

Persetujuan;
c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf

U, p"trtiiitttarjtan denga'nr(eputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah KabuPaten bangKa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

i"""t"i." u"AX"g-Undans Darura! N't* 1T,'lY" 1::9
(Lembiran Negara Republik Indonesia 

'l.ahun lvoo

i'1"*"t SSf dan-Undang-Undang Darurat loaol 5 Til::

1956 (Lembaran Negara Republik lndonesia lahun^-rvno

t\omoi s61 dan Undang-Undang Darurat Nomor b I anun

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesra lanun-lvco

r,ll*"i szf tentang Fembeniukan Daerah fingkat II dan

Kotapraia Dal'am Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumateia Selatan, sebagai Undang-Undang (lrmDaran

i"e;t^ n"puUfil. lndones'ia Tahun 1959 Nomor- 73;

i.ilUutturr' Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
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Undang-Undalg Nomor 27 Tahun 2O0O tentans
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belirung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentans
Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 4286J;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentanq partai
Polit ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang 2 Tahun 2OII tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanq
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19
Nomor 183, Tambalan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentans
Laporan Penyelenggaraar Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilar Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentane
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);



9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentane
Pedoman PenJrusunan Tata Terrib Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentans
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)l

1 1 .

Memperhatikan : 1. Rapat Pafipurna Penyampaian Raperda Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah perubahan Tahun Anggaran
2020 Dewar' Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
tanggal 07 September 2020;

2. Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan peraturatr Daerah
Perubahan Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka tanggal 14 September 2020

1 0 .

Menetapkan

Kesatu

MEMUTUSKAN:

Menyetqjui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020, untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka, dengan
ringkasan sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

B. Belanja Daerah

terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung Rp. 642.7 64.42a.O9O,Q1
- Belanja Langsung Rp. 623.819.760.807,22

Defisit Rp.  (129.885.891.401,23)

C. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 13O.393.875.401,23
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 507.984.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 129.885.891.401,23
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) O,OO

Rp.  1 .136.698.297.496,00

Rp. r.266.584. 18a.a97,23



Kedua

Ketiga

: Pelaksanaan Keputusan
sesuai dengan ketentuan
Undangan yang berlaku.

ini diserahkan kepada Buoati.
dalam Peraturan perundangan_

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Wakil Ketua,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ITABUPATEN BANGKA,

Ditetapkandi Sungailiat
pada tanggal 14 September 20 t9

akil Ketua

MENDRA KVRNIAWAN
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